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Menimbang
/

Mengingat

BUPATI JEMBER y
PROVINSI JAWA TIMUR 7

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 3 /1.12/2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JEMBER,

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dactah agar
berjalan lancar, tertib, efektif dan akuntabel, perlvrmenunjuk dan

menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan—Daex Pemerintah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2624;

b. bahwa berdasarkan pertimbanga =hiaga aksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keptitusany Bupati;

1. Undang-Unda of Tahim; 201 entafie” Pembentukan
Peratura Derlindar ndangan, | |sehagainiana telah diubah
ak engan| Undang<Undang Nomor 13 Tahun

L~

mo- 3~Tahun 2014 tentang Pemerintahan

bagaimang telah diubah beberapa kali terakhir dengan

ndefg~—Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Aran ~Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 2

022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Pératuran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021,

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi. dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

10.

11.

12.

13.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupater
Tahun Anggaran 2024,

Pejabat sebagaimana dimaksud pada Dikt
ini adalah sebaga1 berikut:

Nama : TITA FAJ
NIP :
Pangkat/Gol

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024,

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Jember;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Jember Nomor 1 Tahun 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024,

Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024,

MEMUTUSKAN :

Jember

Keputusan

o

Jabatan Ken : Keuangan dan

alah Kepala SKPD yang melaksanakan
san pemerintahan pada pemerintah daerah

~menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan;
.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur

dalam Perda;

. melaksanakan fungsi BUD; dan
. melaksnakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

: PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini

dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

a0 op

4]

. menyusun kebujakan dan pedoman pelaksnaan APBD
. mengesahkan DPA-SKPD;
. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;

. melaksanakan pemungutan pajak daerah,;




KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN :

menetapkan anggaran kas dan SPD;

. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas
nama pemerintah daerah;

. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
menyajikan informasi keuangan daerah; dan
melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan
dan pengeluaran sesuai dengan keentuan peraturan perundang-
undangan tidak dilakukan melalui RKUD.

bl wil - R - B

Selain kewenangan tersebut sebagaimana dimaksud pada Diktum

KEEMPAT Keputusan ini, terdapat kewenangan lain yaitu :

. mengelola investasi,

. menetapkan anggaran kas;
melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

. membuka rekening Kas Umum Daerah;

. membuka rekening penerimaan,;

membuka rekening pengeluaran; dan

. menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksnaan APBD.

mmo Q0o

BUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini
dapat menunjuk pejabat di lingkungan Satuan—Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Kuasa BUD:.

ditetapkannye

Segala biaya yang dikeluarkan
2 patan dan Belanja

Keputusan ini dibebankan
Daerah Kabupaten Jerr a.“"f

Keputusa

2024

\i““



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/8% /1.12/2024

TENTANG

PENUNJUKAN KEMBALI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DAN
PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JEMBER,

—

Menimbang :a.bahwa berdasarkan Keputusan Bupati ber nomor

821/132/35.09.414/2024 tanggal 9 .Ja erihal Surat
3 Sos. sebag/a'\/

Perintah Pelaksana Tugas Sdr. A€
Pelaksana Tugas Kepala Bada !;-fﬁ

Daerah Kabupaten Jem - AT p gelo > f barang
yang bersumb 1 Penddpata; ¢lanja Daerah
tetap begalaél ! Xh entl ro es onal, aran dan akuntabel,

nP _] ka {e | bali-Péjabat Pengelola Keuangan

ember dan Pengguna Anggaran dan
a-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
arar 2024;

5n pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

uf /,perru/ menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1 Un(dang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,;
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7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1
Tahun 2022;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023

15. Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2023 ten Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah’Kab ;

16. Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Fahur 2 5}

: tentang
ja Daerah dan

‘ .
Anggaran Pendapatan dan-Béglarijg Dae
17. Keputusan Bupati Jermber or 1 S/9AL.
Pejabat Pengelold £ ;. ndapatat ‘demniBel
Pejabat Pengelold |Barang|pada [Badan| Pefigetolaan Keuangan dan
As tah pate ber Tabun-Anggaran 2024.
VIEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU enfinjukan Kembali Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

' Pemerintah Kabupaten Jember dan Pengguna Anggaran dan
Pengguna Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Tahun Anggaran 2024,

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pengguna
Anggaran dan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU Keputusan ini, adalah sebagai berikut :

Nama : AGUS SUCAHYO, S.Sos.

NIP : 19750812 199602 1 001

Pangkat . Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Pit. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

KETIGA : PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan
ini adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah dan mempunyai tugas:



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH
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a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan;

b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD, dan rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
diatur dalam Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); dan

e. melaksnakan tugas lainnya sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan

ini dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

a. menyusun kebujakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD),

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD,;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas daerah,;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan-Pana;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemiberian jaminan
atas nama Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi
daerah;

i. menyajikan informast

j. melakukan pe
penerimaa
peratiragh
Rekening Ka

ertfgan  ketentuan
dilakukan melalui

i.l CWECIldH

S MPAT Kep afl ini, terdapat kewenangan lain yaitu :
e el stasi;

enetapkan anggaran kas;
melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana;

d. membuka rekening Kas Umum Daerah;

e. membuka rekening penerimaan,;

f. membuka rekening pengeluaran; dan

g. menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA huruf d
Keputusan ini dapat menunjuk pejabat di lingkungan Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa BUD.

Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

b. menyusun DPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
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melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
menandatangani Surat Perintah Membayar;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat
Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah,;

menyusun anggaran kas SKPD;

melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan
belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sésuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undarngan tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umun aerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesalia i
Pengeluaran Daerah tersebut;
s. menyusun dan menyampatk
dipimpinnya kepada PP

t. melaksanaka
peraturan-pe

ebutuhan dan penganggaran barang

i Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

KEDELAPAN : alBars
ﬂi‘l n|in
-E%m,a
m ili dfa}a

. permohonan penetapan status penggunaan

=5 @™

=

H.0°0 0 P

a g milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran
endapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang
sah;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
yang berada dalam penguasaannya;

d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;

f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan;

g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain,
kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang
milik daerah;




KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

By

melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas
penggunaan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya; dan

menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang
berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka :

a.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran Keputusan Bupati Jember  Nomor
188.45/9/1.12.2024 tentang Pejabat Pengelola Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Dan Pejabat Pengelola Barang
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024 angka romawi I
nomor urut 1 item Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang
a.n Sdri. TITA FAJARIYANTININGSIH, S.H., M.M., NIP.
19710704 199803 2 006; dan

Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/3/1.12/2024
tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran

2024,
/

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dmannya

Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahu

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran ndapatan dan
ggar n 2024.
/ [ N |




BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/2)8/1.12/2024

TENTANG

PENUNJUKAN KEMBALI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DAN
PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JEMBER,

Menimbang :a.bahwa  berdasarkan Keputusa
821/3203/35.09.414 /2024 tanggal
Perintah Pelaksana nga,s dr. Drs L SETYQ .Si.
sebagai Pelaksana acs/K/epaZla A Q] . n Keuangan dan
aten Jember agar/ penge keuangan dan
e darLAnhr n-Peridapatan dan Belanja
lancar, tertib,-profesional, transparan dan
e ei”taj?j( n~ Penunjukan Kembali Pejabat
elola Kenangan\ Daerah Pemerintah Kabupaten Jember dan

| E Ua Anggarré/' dan Pengguna Barang pada Badan Pengelolaan
a

(Jember Nomor
erihal Sura

n-danAset Daerah Tahun Anggaran 2024;
dasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
euf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
/ Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;



Menetgpkan
ESATU

KEDUA

KETIGA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

.2.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor
Tahun 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun-Anggaran 2024;

Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun ang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi/SE f4ta [Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset-Baerah/Kabup ber;
i E- ‘ (ﬁ gPen'aran
ggaran 2024;
& a €mbali Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

3 z abupaten Jember dan Pengguna Anggaran dan
Pengguria Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pengguna
Anggaran dan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU Keputusan ini, adalah sebagai berikut :

Nama : Drs. ISMU ADI SUSETYQ, M.Si.

NIP : 19700414 199003 1 003

Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/Db)

Jabatan : PIt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah

PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan
ini adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD} yang
melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah dan mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan;
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b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD, dan rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
diatur dalam Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); dan

e. melaksnakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan
ini dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

a. menyusun kebujakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD);

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas daerah,;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;
menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberiafl jaminan
atas nama Pemerintah Daerah;
melaksanakan sistem akuntansi das
daerah;

menyajikan informasi keuarig
melakukan pencatata
penerimaan enge
peraturar
Re ;
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Pencairan Dana;

membuka rekening Kas Umum Daerah;

membuka rekening penerimaan;

membuka rekening pengeluaran; dan

menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

wm e o

BUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA huruf d
Keputusan ini dapat menunjuk pejabat di lingkungan Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa BUD.

Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

b. menyusun DPA-SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

0

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

f, melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
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mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
menandatangani Surat Perintah Membayar;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat
Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;

menyusun anggaran kas SKPD;

melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan
belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daera BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerihaan dan
Pengeluaran Daerah tersebut; 1
menyusun dan menyampaikan lapor erdangan SKPD yang
dipimpinnya kepada PPKD selalar B
melaksanakan tugas 1 nya 56'S
peraturan perundang- Dan.

imeksid padaDiktum KESATU
gas J
]jb t dan penganggaran barang
acrah yang dipimpinnya,;

permolionan penetapan status penggunaan
daerah yang diperoleh dari beban Anggaran
endapatah dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang

en ketentu

melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
yvang berada dalam penguasaannya,;

menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;

mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan;

menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain,
kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang
milik daerah;

melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas
penggunaan barang milikk daerah yang berada dalam
penguasaannya; dan
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j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang
berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan
Bupati Jember Nomor : 188.45/83/1.12/2024 tentang
Penunjukan Kembali Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Jember dan Pengguna Anggaran dan
Pengguna Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember N
pada tanggal (O




BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/405 /1.12/2024

TENTANG

PENUNJUKAN KEMBALI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DAN

PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang

Menginga

5\ (- O
= (0 =

TAHUN 2024

BUPATI JEMBER,

:a. bahwa  berdasarkan  Keputusan pAtl er  Nomor

821/4530/35.09.414/2024 tan temnber| 2024 perih
Surat Perintah Pelaksana I I&J , M.Si. sebagai
Pelaksana Tugas Ke el ell an Aset
Daerah Kabup be ar elal ugangan dan barang
yang ber r P : an Belanja Daerah
teta i langar) terti rofesi stransparan dan akuntabel,
r apkan [Henuinj ali Pejabat Pengelola Keuangan
eri a Jember dan Pengguna Anggaran dan
a an Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
u ;
berddasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

o\ D

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah d1ubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Menetapkan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024,

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1
Tahun 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2023 tentang Keduduk
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupater ber;
Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 20 g Penjabaran
= aran 2024;

iktim KESATU Keputusan ini, adalah sebagai berikut :

Nama : JUPRIONO, S.T., M.S1.

NIP : 19730302 199901 1 001

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : PIt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan
ini adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah dan mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan,;

b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD, dan rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
diatur dalam Peraturan Daerah;
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d.
e.

melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
melaksnakan tugas lainnya sesuai dengan Lketentuan
peraturan perundang-undangan.

PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan
ini dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

a. menyusun kebujakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD);

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah

f. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;

g. menylapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan
atas nama Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalamn—"hal
penerimaan - dan pengeluaran sesuai denga etentuan
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Daerah.

Selain kewenangan tersebut sebagaithay pada letu ’

KEEMPAT Keputusan i i i 5

a. mengelola inve

b. menetapka

laporan keuangan.  yang merupakan

BUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA huruf d
Keputusan ini dapat menunjuk pejabat di lingkungan Satuan

Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa BUD.

Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

a.

b.
o8

o o
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menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

menyusun DPA-SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
menandatangani Surat Perintah Membayar;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;
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Pengguna Barang sebagaimana dimaksud-pa

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat
Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;

menyusun anggaran kas SKPD;

melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan
belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah tersebut;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan keterrfuan
peraturan perundang-undangan.

mengajukan pe
barang milik, d

figsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
engamankan dan memelihara barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya,

mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan,;

menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain,
kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang
milik daerah; )
melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas
penggunaan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya; dan

menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna
semesteran dan Japoran barang pengguna tahunan yang
berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
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Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan
Bupati Jember Nomor : 188.45/318/1.12/2024 tentang
Penunjukan Kembali Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Jember dan Pengguna Anggaran dan
Pengguna Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 9 Oftober 2024




